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BAB |
PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsi pemerintah dalam kegiatan
pembangunan, diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi mulai dari
perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek.Perencanaan yang terarah
tersebut merupakan kunci dari terimplementasikannya kegiatan pembangunan yang
sinergis dan tidak tumpang tindih. Dalam konteks ini, Undang - Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan
landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (nasional) hingga
daerah.Pada level daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tiap Provinsi maupun
Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah
penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan para pemangku
kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai
peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam PP tersebut diamanatkan
bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif,
efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, perumusan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan
harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dilandasi dengan argumen serta
analisis yang kuat. Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2016 - 2021 yang disahkan
melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 yang merupakan penerjemahan visi
misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam tujuan dan sasaran
pembangunan periode tahun 2016 — 2021 yang disertai dengan program prioritas

untuk masing — masing SKPD.



1.1.1 Pengertian Renstra

1.

Proses sistematis yang berkelanjutan dan pembuatan keputusan yang
berisiko dengan cara memanfaatkan pengetahuan antisipatif,

mengorganisir dan mengukur hasilnya.

. Proses rencana, strategis dan rencana aksi dalam rangka mencapai tujuan

yang hendak dicapai.

. Suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi arah

tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga
sebagai proses pengembangan untuk mencapai visi atau cita-cita masa

depan yang telah ditetapkan.

1.1.2 Fungsi Renstra

1.

Memudahkan melakukan confro/ terhadap semua aktivitas baik yang

sedang maupun yang akan datang.

. Dapat mengukur oufcome (hasil) yang harus dicapai.
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan

mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk

mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

4. Menjadi alat media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.

5. Mempermudah pencapain target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten

Labuhanbatu Selatan mengandung nilai yang wrgen dan strategis karena sangat

bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu :
1.

Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi.

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi
mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar
(basic service) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya
pengembangan sektor unggulan (core competences) daerah, semakin
menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan
yang harus disediakan. Hal inilah mendorong Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman untuk melakukan perubahan mendasar.

Dengan tersedianya sumber daya yang strategis, Dinas Perumahan



4.

Rakyat dan Kawasan Pemukiman dapat menyiapkan perubahan secara
proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.
Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan.

Penyediaan sumber daya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap
pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan sumber daya
yang strategis, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dapat
membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi berorientasi
hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk
mencapai hasil yang diinginkan.

Berorientasi pada masa depan.

Sumber daya yang strategis memungkinkan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan
kegiatan di masa mendatang. Sumber daya yang strategis memerlukan
sarana dan prasarana pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk
kemudian menyiapkan analisis teknis atas berbagai alternatif dan implikasi
yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

Adaptif.

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam
mengimplementasikan kegiatan teknis walaupun pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan jangka menengah. Penyesuaian terhadap
perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan
peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur
kemajuan capaian hasil tetap menjadi focus utama dalam pekerjaan
teknis.

Pelayanan Prima (Service Excelence).

Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak
yang berkepentingan (sfakeholder) merupakan hal yang utama untuk
diperhatikan. Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut
instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima.
Kepuasan mitra kerja dan siakeholder merupakan faktor penentu
keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu
pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan

dengan kebutuhan mitra kerja dan stakehoder.



6. Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance)
dan pemerintah yang bersih (clean goverment).
Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis harus
mengedepankan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Paling tidak,
ada tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi,
partisipasi dan akuntabilitasi. Implementasi perencanaan strategis harus
dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses
pengambilan keputusan yang teratur maupun dalam penentuan
keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus
memiliki etika moral yang baik, misalnya dengan menghindari praktek-

praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
1.1.3 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten
Labuhanbatu Selatan mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen

perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. RPJP  Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan dokumen
perencanaan untuk periode 20 tahun, dimana periode Renstra ini
merupakan segmen awal dari periode RPJP tersebut. RPJP Kabupaten
Labuhanbatu Selatan merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM
Kabupaten Labuhanbatu selatan, sementara RPJM tersebut menjadi
pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiaman saat ini.

2. RPJM Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai dokumen perencanaan
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten
Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman ini ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJM
Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan dokumen
perencanaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk periode 1 tahun dan
merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi acuan dalam penyusunan



Renja SKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan . Selanjutnya RKPD Kabupaten Labuhanbatu
Selatan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.

4. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten
Labuhanbatu Selatan sebagai dokumen perencanaan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk periode 1 tahun, merupakan
penjabaran dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman ini. Oleh karena itu, penyusunannya berpedoman pada
Renstra yang disusun ini dan mengacu pada RKPD Kabupaten

Labuhanbatu Selatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

5. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);

6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4868);



7. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

10.

11.

12.

13

14.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4623);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 — 2021,



15.

16.

17.

18.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatra Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Nomor 12)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5)

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor
34 Seri D Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2005 - 2025;

Undang-undang No.25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan
tanggungjawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan Visi
dan Misi Kepala Daerah dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi
dokumen Renstra SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD.
Undang-undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD
dengan Renstra SKPD.

Undang-undang No.17 Tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara
eksplisit tentang Renstra SKPD, namun mengatur tentang peranan dan
kedudukan RKPD (yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD)
dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja
SKPD, RKA SKPD, dan RAPBD. Undang-undang ini menekankan tentang
penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting) dan prinsip-prinsip
pengelolaan  keuangan yang meliputi  akuntabilitas,  profesionalitas,
proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan
keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Undang-undang No.23 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan
pokok Renstra SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan SKPD sesuai Tupoksi SKPD dan berpedoman pada RPJMD.



Undang-undang ini menekankan sifat indikatif (Fleksibel) dari program dan
kegiatan pembangunan dan Renstra SKPD.

Undang-undang No.33 Tahun 2004 seperti halnya undang-undang
No.17 tahun 2003 tidak mengatur secara langsung Renstra SKPD, namun
mengatur tentang peranan dan kedudukan RPKD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan
APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-undang
ini menekankan tentang perlunya penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD
berbasis penganggaran kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya Renstra SKPD
juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga

mudah untuk ditransformasi ke dalam rencana tahunan (RKPD).

Peraturan pemerintah No.58 Tahun 2005 mengemukakan tentang penyusunan
Renstra SKPD perlu berpedoman pada RPJMD dan menekankan tentang RPJMD
sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD), RKPD, Renja SKPD,
dan RKA SKPD sebagai penerjemahan RPJMD.

Peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2005 menekankan tentang perlunya
RPJMD dan Renstra SKPD mencakup target pencapaian standar pelayanan
minimum dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam RKPD, RENJA
SKPD, KUA APBD, dan RKA SKPD untuk target pencapaian SPM tahunan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Peraturan menteri dalam negeri No.13 Tahun 2006 yang merupakan
penjabaran peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 telah mengatur secara rinci
mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah,
termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD.
Mengingat RPJMD dan Renstra SKPD dijadikan dasar bagi penyusunan Renja SKPD
dan RAPBD, maka dokumen Renstra SKPD perlu sedemikian rupa sehingga mudah
diterjemahkan kedalam rencana dan penganggaran tahunan daerah yang diatur
dalam PERMENDAGRI tersebut. Untuk itu, renstra SKPD perlu menggunakan
kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam
menganalisis isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan, dan menetapkan
prioritas programnya, setiap program perlu mempunyai tolak ukur dan target kinerja

capaian program yang jelas.



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 - 2021 ini dimaksudkan sebagai
pedoman bagi seluruh komponen pembangunan yang berkaitan dengan bidang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan
pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita - cita masyarakat Kabupaten
Labuhanbatu Selatan sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan dari
Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016 — 2021 sehingga seluruh upaya
yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling

melengkapi satu dengan yang lainnya.

1.3.2 Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan bidang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagai dasar perumusan permasalahan
dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan
daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh bidang dan
unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten
Labuhanbatu Selatan dalam menyusun program dan kegiatan periode 2016 -
2021;

2.Merumuskan pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan sebagai dasar
penentuan kemampuan kapasitas pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan 5 (lima) tahun ke depan;

3 .Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan ke
dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016 - 2021, yang disertai
dengan program prioritas untuk masing - masing bidang dan unit kerja, dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupate Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 - 2021;



4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu
anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 -
2021;

.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan draft Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 — 2021 ini terbagi menjadi

Tujuh Bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab | berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup baik spasial
dan substansi, metodologi, dasar hukum, dan sistematika penulisan laporan.

BAB Il. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab Il. berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan, gambaran mengenai sumber
daya manusia serta sarana dan prasarana, kinerja pelayanan yang berisi

mengenai kondisi umum pelayanan dan jenis pelayanan Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
SKPD.

BAB Ill. ISU - I1SU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bab Il berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
pelayanan dinas pekerjaan umum dan perumahan diikuti dengan telaah visi, misi,
dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan penentuan isu-isu strategis
mencakup bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yangmerupakan diskusi
internal dengan SKPD terkait.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Bab IV berisi tentang visi dan misiyang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Labuhanbatu Selatan 2016-2021 yang mendukung tugas dan fungsi Dinas
Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tujuan dan
sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, serta strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh Dinas

Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada periode 2016-2021.
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BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab V berisi tentang program dan kegiatan yang diterjemahkan dari rumusan tujuan,
sasaran, strategi, dan kebijakan. Program dan kegiatan tersebut disertai Indikator -
indikator kinerja, fokus prioritas, dan pendanaan indikatif.Berdasarkan isu strategis
yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas
yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Bab VI berisi tentang perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacupada tujuan
dan sasaran RPJMDuntuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten
Labuhanbatu Selatan yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021.

BAB VII PENUTUP

Bab VII memuat kaidah pelaksanaan rencana strategis Dinas Perumahan dan

Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan
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BAB I
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman Kab. Labuhanbatu Selatan (DPKP) merupakan unsur

pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini

mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Fungsi DPKP adalah sebagai berikut:

a.

Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan
kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum;

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman;

Pengelolaan barang milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan
pengembangan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Penerbitan sertifikasi dan registrasi perencanaan rumah dan prasarana, sarana
dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;

Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi

di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
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j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Struktur Organisasi
Dalam menyelenggarakan tugas fungsi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Pemukiman Kab. Labuhanbatu Selatan mempunyai kelembagaan
dengan susunan organisasi sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

b. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset
3. Kepala Bidang Perumahan

a. Seksi Pengembangan Perumahan

b. Seksi Seksi Pembinaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan

c. Seksi Rumah Swadaya
4. Bidang Kawasan Pemukiman

a. Seksi Pengembangan Kawasan Pemukiman

b. Seksi Pertanahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

c. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Secara lebih rinci, berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 9
Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman Kab. Labuhanbatu Selatan, masing-masing bidang kerja

memiliki tugas dan fungsi seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut

1. SEKRETARIS
Tugas
Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman.
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1.1

Fungsi

a. Koordinasi kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta
pelaksanaan advokasi hukum;

f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PENATAUSAHA KEUANGAN

Tugas

a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat dan tata naskah dinas;

b. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan ketatausahaan
dan kearsipan;

c. Melaksanakan analisis kebutuhan perlengkapan kantor dan perbekalan
lainnya serta melaksanakan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan
kantor;

d. Melaksanakan dan mengurus kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;

e. Menghimpun data dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

f.  Menyusun dan meneliti bahan penyusunan produk hukum serta menghimpun
peraturan perundang-undangan,;

g. Melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan dan administrasi

keuangan;

14



Melaksanakan evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan
pengelolaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran anggaran
belanja dan pendapatan dinas;

Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan kehumasan,;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.

1.2 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN DAN ASET

Tugas

a.

Mengumpulkan data dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan
rencana dan program kegiatan dinas;

Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

Menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan
Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
Menyiapkan bahan penyusunan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
dinas;

Mengkompilasi bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (LAKIP);

Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan anggaran
dinas;

Melaksanakan inventarisasi, pengumpulan data serta penatausahaan aset ;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.

2. BIDANG PERUMAHAN
Tugas

Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang

Perumahan :
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2.1.

Fungsi

a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Perumahan
b. Penyusunan Bahan Penetapan Peraturan Daerah yang mengacu kepada
Norma,Standar,Prosedur dan Kriteria dibidang Perumahan

c. Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi dibidang Perumahan,;

d. Penyelenggaraan Urusan Penerbitan Sertifikat dan Legalitas Perencanaan
Rumah

e. Penyelenggaraan Urusan Penerbitan Sertifikat dan Legalitas Perencanaa
Rumah Tingkat Kemampuan Kecil;

f. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perumahan

g. Pelaksanaan Administrasi Bidang Perumahan;

SEKSI PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Tugas

Melaksanakan sebagian tugas bidang perumahan dalam lingkup pengembagan

perumahan.

Fungsi

a. Melaksanakan Penyusunan Program,Perencanaan Pembangunan dan

® o o o

Pengembangan Perumahan

. Menyusunan rencana pengembangan perumahan

Melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan

. Melaksanakan pengawasan pembangunan perumahan

. Melaksanakan pengaturan,penyusunan dan pengendalian teknis

pembangunanperumahan

Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana

. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program

Pemerintah Daerah

. Pemberian Rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan untuk

membangunperumahan

Pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas umum
Perumahan

Mengumpulkan Bahan dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi bagi
orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan

rumah tingkat kemampuan kecil
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K.

Penerbitan Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)

Pelaksanaan Pemantauan,evaluasi dan pelaporan;

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;

n.

Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan atasan.

2.2.SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Tugas

Melaksanakan sebagian tugas bidang Perumahan Rakyat dalam lingkup

Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan.

Fungsi

a.

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian pembangunan
perumahan

Penetapan kebijakan strategis dan program provinsi di bidang pembiayaan

perumahan

. Penyusunan Norma Standar Pelayanan Minimal Kabupaten

d. Pembinaan perumahan formal

. Pembinaan hukum peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk

perumahan

Penyelenggaraan urusan penerbitan izin lokasi

. Penyusunan bahan penetapan peraturan daerah yang mengacu kepada

norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pertanahan

. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pertanahan

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

2.3. SEKSI RUMAH SWADAYA

Tugas

Melaksanakan sebagian tugas bidang Perumahan Rakyat dalam lingkup Rumah
Swadaya

Fungsi

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan rumah swadaya

b. Kordinasi pelaksanaan rumah swadaya

c. Pendataan dan perencanaan pelaksanaan rumah swadaya
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d. Monitoring dan evaluasi bantuan rumah swadaya
e. Pemberdayaan dan pelaksanaan rumah swadaya
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

3. BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN

3.1

Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemukiman

Fungsi

a. Perumusan kebijakan dibidang Pemukiman serta kawasan Pemukiman kumuh

b. Penyusunan bahan penetapan peraturan Daerah yang mengacu kepada
norma standard prosedur dan kriteria dibidang kawasan pemukiman serta
kawasan pemukiman kumuh

d Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemukiman serta
kawasan pemukiman kumuh

e Penyelenggaraan urusan penerbitan sertifikasi registrasi perencanaan
kawasan pemukiman

f Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kawasan pemukiman serta
kawasan pemukiman kumuh

g Pelaksanaan administrasi bidang kawasan pemukiman

h. Menyusun program kerja seksi permasalahan tanah untuk acuan pelaksanaan
tugas;

i. Menerima, meneliti dan mengkaiji laporan pengaduan sengketa tanah garapan
dalam daerah kabupaten;

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas

SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN
Tugas
Melaksanakan sebagian tugas bidang kawasan Pemukiman dalam lingkup

kawasan pemukiman
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Fungsi

a.

Melaksanakan penyusunan program, perencanaan penyelenggaraan i

nfrastruktur pada kawasan pemukiman

. Pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan

pengembangan kawasan pemukiman

. Menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana dasar lingkungan pemukiman

. Melaksanakan pengaturan, penyusunan dan pengendalian teknis

pembangunan kawasan pemukiman

. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

3.2 . SEKSI PERTANAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
Tugas

Melaksanakan sebagian tugas bidang kawasan pemukiman dalam lingkup

pertanahan ,prasarana, saranadan utilitas umum.

Fungsi

a.

Melaksanakan penyusunan program pertanahan, prasarana, sarana dan

utilitas umum

. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyerahan pertanahan,

prasarana, sarana dan utilitas (PSU)

. Pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang dan badan hukum yang

melaksanakan perencanaan pertanahan, prasarana, sarana dan utilitas umum

tingkat kemampuan kecil

. Melaksanakan pembangunan pemeliharaan drainase, tembok penahan

resapan air hujan dan penyediaan jalan lingkungan.

. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau prasarana

pemukiman

Menghimpun dan menganalisa data sebagai bahan pelaksanaan penataan
dan pengendalian pemakaman umum

Melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan perbaikan dan

pemeliharaan prasarana pemukiman
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. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja

sesuai dengan bidang kawasan pemukiman

Penyediaan dan perluasan lahan pertanahan untuk sarana dan prasarana
pemerintah

Penyediaan dan perluasan lahan pertanahan untuk sarana dan prasarana

fasilitas umum dan fasilitas khusus

. Mengumpulkan data dan informasi pola peta penatagunaan tanah, serta

wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, yang sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Pembangunan;
Melaksanakan penyusunan program pengadaan tanah wuntuk acuan

pelaksanaan tugas;

.Memproses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk aset daerah

sampai dengan sertifikasi serta penyerahan aset dengan berita acara

. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan atasan

3.3 SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN
Tugas

Melaksanakan sebagian tugas bidang kawasan pemukiman dalam lingkup

penataan ligkungan dan sanitasi

Fungsi

a.

Menyiapkan data sebagai bahan penyusun program  dan/atau
kegiatanpenyehatan lingkungan dan air bersih

Menyiapkan data sebagai bahan penyusun norma standar prosedur dan
kriteria penyehatan lingkungan air bersih

Melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan sarana dan

prasarana penyehatan lingkungan dan air bersih

. Melakukan dokumentasi dan informasi pembangunan sarana dan prasarana

penyehatan lingkungan

. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi penyehatan lingkungan

dan air bersih
Melakukan pendataan hasil kerja penyehatan lingkungan dan air bersih
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g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan sesuai
dengan bidang tugasnya

h. Menyiapkan fasilitas penyehatan lingkungan pemukiman

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

j- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan
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STRUKTUR ORGANISASI OPD

KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN SUB BAGIAN PROGRAM,
PENATA USAHAAN PELAPORAN DAN ASSET
KEUANGAN
|
KEPALA BIDANG PERUMAHAN KEPALA BIDANG
KAWASAN PEMUKIMAN
SEKSI PENGEMBANGAN
KEPALA SEKSI PERUMAHAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN
KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI PEMBINAAN PERTANAHAN, SARANA
DAN PENGENDALIAN PRASARANA DAN

PFRIIMAHAN UTILITAS UMUM

KEPALA SEKSI RUMAH KEPALA SEKSI
SWADAYA PENYEHATAN

LINGKUNGAN PEMUKIMAN
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2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya SKPD (Manusia)

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten
Labuhanbatu Selatan. Sesuai dengan Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2014
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Labuhanbatu Selatan baru
terbentuk di akhir 2016.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu
Selatan dalam hal melaksanakan pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman, perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman,
Penegentasan pembangunan kawasan kumuh dan akses sanitasi serta penataan
Pemakaman yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung dengan

personil sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Jumlah Personil SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Jenis Pegawai Pendidikan Formal (Orang) Jumlah

SLTA | D-3 D-4 | S-1 | S-2

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 0 0 0 4 1 5
Tenaga Kontrak 5 5 10
Jumlah 5 0 0 9 1 15
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Tabel 2.2 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
No. Pangkat Golongan Jumlah (Orang)
1. | Pembina Utama Muda IV/ic 0
2. | Pembina Tingkat | IV/b 0
3. | Pembina Muda IV/a 0
4. | Penata Tingkat | l/d 2
5. | Penata ll/c 1
6. | Penata Muda Tingkat | /b 1
7. | Penata Muda [l/a 1
8. | Pengatur Tingkat | li/d 0
9. | Pengatur ll/c 0
10. | Pengatur Muda Tingkat | /b 0
11. | Pengatur Muda ll/a 0
Jabatan struktural eselon II, Ill dan IV di Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman

Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terisi pada saat ini

berjumlah 3 orang yang seharusnya 12 orang dan jabatan yang belum terisi adalah

eselon Il. Hal ini dapat dilihat pada matriks berikut :
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Kepa Kepala Sub
la Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi Bagian
No Ke Ke Ke
Jabatan Ke
but but but
Dinas | JIh | Ada | but | JIh | Ada JIh | Ada JIh | Ada
uh uh uh
uh
an an an
an
Kepala
1 | Dinas
2 | Sekretariat
3 | Perumahan
Kawasan
4 | Pemukiman

2.2.2 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui capaian kinerja melalui

komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah

ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP

(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan data Realisasi Fisik dan

Keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada

tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, tingkat capaian kinerja ditentukan sebagai berikut:
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1. Sangat Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja :x>90%

2. Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja

3. Sedang, apabila tingkat capaian kinerja

4. Rendah, apabila tingkat capaian kinerja

1 75% < x<£90%
165% <x<75%
:50% < x<65%

5. Sangat Rendah, apabila tingkat capaian kinerja : X <50%

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja tersebut, sebagian besar target indikator

kinerja telah dapat dipenuhi.

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja VSO
(Thn)
(1) (2) 3) (4)
1 Meningkatnya kapasitas Prosentase Pelayanan administrasi 100%
kelembagaan pemerintah daerah perkantoran °
2 Peningkatan sarana prasarana Prosentase meningkatnya sarana 100%
aparatur dan prasaran aparatur °
3 | Peningkatan disiplin apartur Prosentase meningkatnya disiplin 100%
aparatur
4 Meningkatnya kualitas SDM aparatur | Jumlah SDM Aparatur Pemerintah 100%
pemerintah. yang dilatih °
Meningkatnya kualitas dokumen
5 | perencanaan, pelaporan dan Jumlah dokumen pelaporan 100%
penyelenggaraan pemerintah daerah | kéuangan
. . Jumlah Perumahan Masyarakat
6 p]/luenr;'ggﬁaigzvzl;;ﬁlﬁifn?hmah layak Kurang Mampu dan Tidak Layak 25 Unit
Huni (Bedah Rumah)
Meningkatnya sarana air bersih yang ) )
7 | aman dan sanitasi layak dan Jumlah_ sarana air bersih dan 60 Unit
penataan kawasan perumahan sanitasi
8 Meningkatnya Penataan Areal Jumlah Penataan Pemakaman 4 Unit

Pemakaman

2.2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

terdapat beberapa

tantangan dan peluang pengembangan dalam upaya peningkatan kinerja layanan

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tantangan yang utama belum adanya masterplan Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) dan Perdanya

sehingga belum adanya payung hukum untuk mengakomodir semua kebutuhan
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rakyat yang membutuhkan kegiatan bedah rumah, pembangunan rumah baru bagi
masyarakat berpenghasilan rendah, prasarana dan sarana utilitas. Tantangan lainnya
kurangnya Sumber Daya Manusia dan belum adanya sarana dan prasarana
perkantoran (kendaraan operasional, GPS, safety shoes, dll).Selama 5 tahun ke
depan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu
Selatan harus dapat mengintegrasikan penanganan kebutuhan tersebut ke dalam
program dan kegiatan bidang perumahan dan pemukiman.

Menyikapi tantangan internal dan eksternal tersebut, terdapat peluang
pengembangan layanan di bidang perumahan dan pemukiman yang bisa
dimanfaatkan seperti adanya bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dan Pemerintah Provinsi, masih banyaknya rumah tidak layak
huni dan sarana dan prasarana yang tidak layak untuk dikembangkan, masih
banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah sehingga perlu dibangun rumah baru.

Dapat dilihat dari rencana Pengembangan dan pembangunan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukinan yang urusan wajib dan pelayanan

dasar sebagai berikut :

No Peluang Tantangan

Pengembangan Perumahan Masyarakat Kurang

mampu dan Tidak layak Huni (Bedah Rumah)

Masyarakat kurang mampu

mendapat bantuan perumahan

2 | Pembangunan Baru Perumahan Masyarakat | Masyarakat kurang mampu
Kurang Mampu mendapat bantuan perumahan
3 | Penyedian sarana air bersih dan sanitasi dasar | Cakupan lingkungan perumahan
terutama bagi masyarakat miskin dan pemukiman sehat, nyaman
dan asri
4 | Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) Cakupan lingkungan perumahan
dan pemukiman sehat, nayaman
dan asri
5 | Penyedian air bersih berbasis masyarakat | Cakupan lingkungan perumahan

(sanimas)

dan pemukiman sehat, nayaman

dan asri
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Pembangunan sarana dan prasarana | Cakupan areal Pemakaman

pemakaman

Pembangunan IPAL Komunal Cakupan Pengelolaan air limbah

Permukiman

Pembangunan IPAL Komunal dengan jaringan | Cakupan Pengelolaan air limbah

perpipaan Permukiman
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BAB Il
ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu
strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa
datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu
strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah
operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara
moral dan etika birokratis.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan
pemetaan permasalahan di setiap bidang kerja yang ada di Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berikut identifikasi
permasalahan di setiap bidang kerja:

a. Bidang Perumahan Permasalahan di bidang perumahan belum adanya
masterplan RP3KP dan Peraturan Daerahnya.

b. Bidang Kawasan Pemukiman Sama dengan bidang Perumahan, bidang
kawasan pemukiman juga memiliki permasalahan yang sama yaitu belum
memiliki masterplan RP3KP dan Perda nya.

c. Sumber daya manusia masih kurang memadai untuk teknik sipil dan
perencanaan dan ahli gambar (DED) yang dapat membuat Rencana
Anggaran Biaya untuk Fisik

d. Data untuk rumah layak huni dan perumahan yang memiliki sanitasi serta

penataan areal pemakaman belum lengkap dan sesuai data dilapangan,

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

Visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertuang

dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016-2021 sebagai bentuk

29



aktualisasi janji kampanye yang kemudian disebut sebagai komitmen Bupati dan

Wakil Bupati selama masa jabatannya. Sebagai bagian dari implementasi RPJMD

Kabupaten Labusel Tahun 2016-2021, terutama di bidang Perumahan dan

Pemukiman, penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016-2021 mengacu pada visi Kepala

Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang disahkan melalui Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2016, yaitu:

3.2.1 VISI

‘BERSAMA MEMBANGUN TANAH KELAHIRAN YANG MANDIRI, BERDAYA

SAING DAN SEJAHTERA”.

Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud adalah :

1. Bersama, bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat, swasta dan pemerintah
daerah;

2. Membangun, bermakna bahwa pembangunan daerah mencerminkan kehendak
untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
yan adil dan merata;

3. Tanah Kelahiran, bermakna bahwa pembangunan dari, oleh dan untuk warga
masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diselenggarakan dengan
membangun bidang-bidang pembangunan dengan sasaran jangka panjang yang
ingin diwujudkan dalam rangka mewujudkan kehidupan mayarakat yang sejajar,
sederajat dengan warga masyarakat daerah lain;

4. Mandiri, bermakna bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan mampu memenubhi
kebutuhan daerahnya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan
pemerintah pusat;

5. Berdaya Saing, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakat berada
diatas capaian nasional yang memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu
berkompetensi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu dan teknologi secara
optimal.

6. Sejahtera, bermakna masyarakat memiliki pendapatan perkapita yang baik secara

nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.
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3.2.2 Misi
Untuk mencapai visi tersebut di atas, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan meningkatkan kualitas, fungsi dan peran ekonomi, sosial, budaya
dan beragama yang mandiri dan bermartabat melalui pemanfaatan dan
pengelolaan sumberdaya lokal dan berwawasan lingkungan;

2. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang menunjang pembangunan industri dan
wilayah serta kesejahteraan masyarakat;

3. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui kesetaraan dan
keadilan dalam berbangsa dan bernegara, religius berbudaya dan berdaya saing;

4. Membangun reformasi birokrasi yang berkelanjutan guna meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud diatas adalah sebagai
berikut :

1. Mewujudkan dan meningkatkan kualitas, fungsi dan peran ekonomi, budaya dan
beragama yang mandiri dan bermartabat melalui pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan, yang bermakna bahwa untuk
mewujudkan dan meningkatkan kualitas fungsi perekonomian daerah maka arah
kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada penigkatan pengelolaan
sumberdaya lokal yang berwawasan lingkungan, menciptakan sumber daya
manusia yang kreatif dan inovatif.

2. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang menunjang kesejahteraan masyarakat,
yang bermakna bahwa meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana
yang menghubungkan kabupaten dengan kecamatan, kecamatan dengan
kecamatan serta daerah terisolir untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah maka
arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pembangunan sarana dan
prasarana penunjang kegiatan ekonomi seperti jalan dan jembatan, sumber daya
air dan ketenagalistrikan.

3. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dalam berbangsa bernegara,
religius dan berdaya saing, yang bermakna bahwa untuk mewujudkan sumber
daya manusia yang berkualitas religius dan berdaya saing serta memiliki integritas
dalam berbangsa dan bernegara maka arah kebijakan pembangunan difokuskan

pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling
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menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan
kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar
tercipta manusia yang sehat jasmani, rohani dan berdaya saing.

4. Reformasi birokrasi yang berkelanjutan guna meningkatkan tata kelola pemerintah
yang baik, bersih dan berwibawa yang bermakna bahwa untuk mewujudkan
reformasi birokrasi yang baik bersih dan berwibawa maka arah kebijakan
pembangunan diarahkan pada pembinaan aparatur pemerintahan dengan
meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi
pemerintah daerah serta secara konsisten menjalankan agenda reformasi birokrasi
secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, memperkuat monitoring

dan supervisi atas kinerja pelayanan publik.

3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai visi dan misi di atas, diperlukan tujuan dan sasaran
pembangunan. Tujuan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk itu perlu dibuat
tujuan dan sasaran pembangunan daerah dikaitkan dengan visi dan misi Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2016-2021.

Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah
dan permasalahan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka tujuan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
yang akan diwujudkan pada tahun 2016-2021 mendatang dirumuskan sebagai
berikut :

1. Tujuan untuk Misi /
a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

b. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat
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c. Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
d. Mewujudkan terciptanya nilai-nilai budaya sesuai kearifan lokal
e. Menciptakan masyarakat maju mandiri, berdaya saing dan berwawasan

lingkungan.

2. Tuuan untuk Misi 1l

a. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan

b. Mewujudkan peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas dan terintegrasi

3. Tuuan untuk Misi I/

a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu
Selatan
b. Mewujudkan masyarakat Labuhanbatu Selatan yang sehat

c. Mewujudkan masyarakat yang religius

4.  Tujuan untuk Misi IV

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis Good dan Clean

Governance

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 tahun ke depan.

1.

Sasaran untuk Misi |

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari
pembangunan daerah secara keseluruhan dengan tujuan akhir untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah
satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan
ekonomi.

Sasaran ini dapat terwujud melalui peningkatan daya tarik investor baik
lokal, nasional dan asing untuk berinvestasi.Peningkatkan kelembagan dan
produktivitas kewirausahaan.Mengeksploitasi potensi pertambangan yang
mempunyai nilai ekonomis.Peningkatan daya tarik dan promosi wisata daerah
sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, hal ini perlu didukung
dengan penataan dan pemeliharaan objek wisata serta mengembangkan pola
kerjasama dengan pihak swasta/investor dalam pengelolaan objek wisata.

Adapun sasaran yang ditetapkan untuk misi ini adalah :
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Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
Meningkatnya ketahanan pangan

Meningkatnya jumlah investasi dan perluasan kesempatan kerja
Meningkatnya daya beli masyarakat

Meningkatnya peran koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM)
Meningkatnya peran sektor industri, perdagangan dan jasa

Meningkatnya peran sektor pariwisata

Meningkatnya kualitas pelayanan, pemberdayaan, perlindungan masyarakat
kurang mampu dan terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS

Meningkatnya pelestarian nilai dan pengelolaan budaya

Terwujudnya peningkatan daya saing kabupaten Labuhanbatu Selatan di

bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup

2. Sasaran untuk Misi ll

Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

merupakan tujuan pembangunan yang dicapai.Tingkat pertumbuhan yang tinggi

tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian

yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia.

Pemerintah meyakini bahwa pembangunan infrastruktur selama ini telah

membuat mobilitas orang dan barang semakin baik kemudian berdampak pada

kegiatan ekonomi masyarakat menjadi semakin baik dan akhirnya kesejahteraan

masyarakat akan semakin baik pula.
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Adapun sasaran yang ditetapkan untuk misi ini adalah :
Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan, pengembangan kawasan
strategis dan pengembangan wilayah
Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan dan jembatan
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan
Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas permukiman dan rumah sehat layak
huni
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi melalui pengembangan, dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya untuk
mendukung ketahanan pangan

Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan korban bencana
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3. Sasaran untuk Misi llI

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi
manusia.Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan
global sebagai uapaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mapu
mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang
sedang berkembang.

Selain pendidikan, pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai
suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.Dalam
pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu
komponen utama selain pendidikan dan pendapatan.

Adapun sasaran yang ditetapkan untuk misi ini adalah :
Meningkatnya taraf pendidikan mayarakat
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat

® 2 o T o

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga dan
sarana/prasarana olah raga

f. Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga berencana.

g. Meningkatnya implementasi norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Sasaran untuk Misi IV

Sasaran ini dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan pembangunan yang
tersistematis dan akuntabel.Peningkatan kualitas penyelenggaraan demokrasi
dan penegakan hukum.

Adapun sasaran yang ditetapkan untuk misi ini adalah:
a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan pelayanan

publik

b. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah.
c. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan

penyelenggaraan pemerintah daerah.
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d. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Dari rangkaian misi-tujuan-sasaran di atas, yang berkaitan langsung dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab.
Labuhanbatu Selatan adalah pada pencapaian misi Pertama, Kedua dan Ketiga.
Pada tataran visi dan misi, ukuran keberhasilan pencapaian dilakukan pada level
outcome dan impact (bukan pada level output, yang hanya berbasis pada pekerjaan
sudah selesai dilaksanakan dengan baik atau tidak), sehingga diperlukan integrasi
dan koordinasi dengan instansi yang lain. Sebagai contoh, Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman Kab.Labuhanbatu Selatan melaksanakan kegiatan bedah
rumah tidak layak huni, namun untuk dapat mengukur apakah kegiatan tersebut
mampu meningkatkan kesehatan sebagaimana diamanatkan pada misi ketiga,
diperlukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan stakeholder terkait lainnya,
termasuk masyarakat. Dengan demikian, diperlukan kapasitas sumber daya manusia
serta sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat melakukan pengawasan dan
evaluasi program dan kegiatan hingga level outcome dan impact. Telaahan terhadap
visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami
arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinan Bupati dan
Wakil Bupati terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-
faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi
pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ini juga akan menjadi input bagi
perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang
dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi
juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi

dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
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Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi,

Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi dan Program Permasalahan FAKTOR
No Bupati dan Wakil Pelayanan SKPD
) Penghambat Pendorong
Bupati
1 | Mewujudkan dan Keterbatasan jumlah | Minimnya SDM Adanya

meningkatkan SDM yang ada SKPD yang Pelatihan dan
kualitas, fungsi dan displin ilmunya Pembinaan
peran ekonomi, Masih belum adanya | tidak sesuai SDM

budaya dan
beragama yang
mandiri dan
bermartabat melalui
pemanfaatan dan
pengelolaan sumber
daya lokal dan
berwawasan
lingkungan, yang
bermakna bahwa
untuk mewujudkan
dan meningkatkan
kualitas fungsi
perekonomian
daerah maka arah
kebijakan
pembangunan
kedepan diarahkan
kepada penigkatan
pengelolaan
sumberdaya lokal
yang berwawasan
lingkungan,

menciptakan sumber

sarana dan prasarana
perkantoran untuk
menunjang kegiatan di

lapangan

dengan tupoksi
DPKP

Masih belum
adanya sarana
dan prasarana

perkantoran

untuk menunjang

kegiatan di

lapangan
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daya manusia yang

kreatif dan inovatif.

Meningkatkan
kualitas infrastruktur
yang menunjang
pembangunan
industri dan wilayah
serta kesejahteraan

masyarakat;

Belum adanya
Masterplan RP3KP dan

Perda nya

Keterbatasan jumlah

SDM yang ada

Masih belum adanya
sarana dan prasarana

perkantoran untuk

Minimnya SDM
SKPD yang
displin ilmunya
tidak sesuai
dengan tupoksi
DPKP

Masih belum
adanya sarana

dan prasarana

Adanya
Pelatihan dan
Pembinaan
SDM

Adanya
parrtisipasi
warga dan
Kepala Desa

memberikan

menunjang kegiatan di | perkantoran informasi soal
lapangan untuk menunjang | keberadaan
kegiatan di rumah warga
lapangan yang diminta
untuk
dibedah.
Membangun sumber | Keterbatasan jumlah Minimnya SDM Adanya
daya manusia yang | SDM yang ada SKPD yang Pelatihan dan
berkualitas  melalui displin ilmunya Pembinaan
kesetaraan dan | Masih belum adanya tidak sesuai SDM
keadilan dalam | sarana dan prasarana dengan tupoksi
berbangsa dan | perkantoran untuk DPKP
bernegara, religius | menunjang kegiatan di Masih belum
berbudaya dan | lapangan adanya sarana

berdaya saing;

dan prasarana
perkantoran
untuk menunjang
kegiatan di

lapangan
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3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota

Tujuan telaahan ini untuk menilai sinkronisasi antara capaian kinerja dari
DPKP Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap capaian kinerja pada bidang
yang sama di level Provinsi dan Nasional. Di samping itu, analisis ini juga
digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi DPKP Kabupaten
Labuhanbatu Selatan terhadap pencapaian target kinerja di level Provinsi dan
Nasional. Analisis dilakukan dengan melakukan komparasi antara capaian
sasaran renstra DPKP Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap sasaran
renstra DPKP Propinsi Sumatera Utara dan renstra Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, seperti yang dapat dilihat pada tabel diatas. Hasil
dari analisis tersebut akan menjadi bahan untuk memperkuat sinkronisasi
program di bidang pekerjaan umum dan perumahan pada level kabupaten —
provinsi — nasional serta mencegah terjadinya tumpang tindih program dan
kegiatan pada level kabupaten — provinsi — nasional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan
infrastruktur bidang PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN yang bersifat multi tahun,
multi sumber dana, dan multi sektor diperlukan dokumen teknis sebagai
consolidated FS (dokumen kelayakan program/proyek) yang diperlukan untuk
proses perencanaan program/anggaran bersifat integratif menterpadukan
berbagai sumber daya, baik Pusat (bidang PU/CK: APBN) dengan sumber
daya Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) melalui Program RPIJM
(Rencana Program Investasi Jangka Menengah).

Dengan keterpaduan program dan anggaran diharapkan dapat diciptakan
hasil pembangunan Bidang PU/Cipta Karya di daerah yang lebih
bermanfaat bagi masyarakat luas melalui bentuk kerjasama antara pusat
dan daerah yang berbasis pada prinsip pengembangan wilayah dan
keberlanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rencana dan Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (bidang
Penyediaan Perumahan/Cipta Karya) yang dapat dimasukkan dalam RPIJM

tersebut meliputi, antara lain:
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a. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan untuk

mendukung:

i). pengembangan kawasan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

ii). pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)
dan Desa Pusat Perturnbuhan (DPP), dan

ii). penyediaan infrastruktur bagi desa tertinggal dan terpencil,

b. Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh dan Nelayan, melalui:
i) penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP),

i) penataan dan perbaikan lingkungan permukiman (NUSSP),

c. Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah, melalui

i) penyediaan infrastruktur permukiman (air bersih, sanitasi, drainase dan
jalan lingkungan) untuk pengembangan kawasan perumahan RSH bagi
PNS/TNI-POLRI/pekeria,

i) pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Pesantren,
iii) penyediaan infrastruktur  permukiman di  daerah terpencil/pulau
kecil’kawasan perbatasan,

d. Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota, meliputi :

i) Sistem Penyediaan (prasarana dan sarana) Air Minum,

i) Sistem Pengolahan Air  Limbah Terpusat dan sistem
SANIMAS,

iii) Pengelolaan Persampahan dan Drainase,

e. Pengelolaan Areal Pemakaman Umum, termasuk penyediaan infrastruktur
pendukungnya baik melalui Penataan Areal pemakaman untuk meningkatkan

tata kota dan pedesaan yang indah dan terkelolah dengan baik.
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Keterkaitan Renstra Dinas Perumahan

Labuhanbatu Selatan dengan

dan Kawasan Pemukiman Kabupaten
RPJMD Tahun 2016 - 2021

Renstra Dinas Perukim Kabupaten
Labuhabatu Selatan Tahun2016-2021

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2016-2021

KETERKAI

TAN MISI

1. Menata perumahan dan kawasan
pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan
yang nyaman dan berkualitas

2. Memenuhi air bersih dan sanitasi yang sehat
sampai ke desa-desa di  Kabupaten
Labuhanbatu Selatan

3.Memenuhi kebutuhan pengelolaan kualitas
lingkungan perumahan dan pemukiman

pencegahan
kawasan

4.Memenuhi keamanan dan
lingkungan perumahan dan
pemukiman dari bahaya kebakaran

5.Menata dan memperindah  kawasan
pemakaman masyarakat agar terpenuhi kaidah
keindahan

Meningkatkan kualitas infrastruktur
yang menunjang pembangunan industri
dan wilayah serta kesejahteraan
masyarakat

KETERKAITA

N SASARAN

1. Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan
kawasan kumuh

2.Meningkatnya sarana air bersih yang aman
dan sanitasi layak dan penataan kawasan
perumahan dan pemukiman

3. Meningkatnya Penataan Areal Pemakaman

Meningkatnya kualitas pelayanan
fasilitas permukiman dan rumah sehat
layak huni
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahandan Kawasan
Pemukiman Kab. Labuhanbatu Selatan, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk
mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan di
bidang perumahan dan pemukiman. RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2016-
2036 berfungsi :
1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan
di sekitarnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; dan
2. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang yang menunjang keterkaitannya
serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.
Rencana sistem pusat kegiatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan meliputi
pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan
simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan terdiri atas kawasan perkotaan dan
kawasan pedesaan. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial,
dan kegiatan ekonomi. Sedangkan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya
adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Potensi perkembangan yang cukup pesat serta memperhatikan arahan struktur
ruang provinsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Utara tahun 2010-2030, maka kawasan perkotaan di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah

Kotapinang. Kotapinang awalnya adalah merupakan Ibukota Kecamatan, namun
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setelah adanya pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka Kotapinang
ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dengan statusnya
sebagai Ibukota Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka fungsi dan peranan dari
Kotapinang juga akan semakin besar, sehingga fungsi utama yang akan dikembangkan
pada kawasan perkotaan Kotapinang adalah :

» Pusat pemerintahan kabupaten;

Pusat perdagangan dan jasa;

Industri pengelolaan dan pengolahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan

perikanan;

Pusat permukiman;

Pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Penetapan Pusat
Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan berdasarkan
pertimbangan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, kemudahan
aksesisibilitas dan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Berdasarkan
pertimbangan tersebut maka pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
yang telah menunjukkan ciri-ciri perkotaan adalah Ibukota kecamatan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Dengan demikian maka
pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ditetapkan sebagai
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), adalah :

= Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan;

= Cikampak, Kecamatan Torgamba;

= Aek Goti , Kecamatan Silangkitang; dan

» Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah kawasan pedesaan berupa pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Pusat
Pelayanan Lingkungan yang ditetapkan adalah desa-desa diluar PKL dan PPK yang
ditentukan berdasarkan fungsi dan potensi masing-masing desa. Desa-desa yang

mempunyai potensi besar untuk berkembang dan telah mempunyai sarana dan
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prasarana lingkungan yang memadai dan dapat melayani beberapa desa disekitarnya
akan ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yaitu :

= Desa Simatahari, Kecamatan Kotapinang;

= Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat;

» Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba;

» Desa Hutagodang, Kecamatan Sungai Kanan, dan

*» Desa Mandalasena, Kecamatan Silangkitang.

Pada desa-desa tersebut diatas saat ini telah tumbuh kegiatan perekonomian
desa yang dapat melayani desa-desa sekitarnya sehingga potensial untuk
dikembangkan menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan sekaligus sebagai sub pusat
pelayanan kawasan, agar terjadinya pemerataan pada setiap kecamatan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari
terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana
dan atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan.
KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan rencana dan atau program
‘lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif

terhadap lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu —isu Strategis

Permukiman akan terus tumbuh dan berkembang seiring denganmeningkatnya
jumlah penduduk. Pelaksanaan urusan perumahanmeliputi penataan perumahan dan
prasarana dan sarana lingkunganperumahan seperti air bersih, drainase, jalan
lingkungan dan sanitasi. Permasalahan yang dihadapi Permasalahan pembangunan di
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

a) Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penyediaan,
penataan perumahan dan lingkungannya.
b) Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan dan kebersihan drainase wilayah perkotaan.
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Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan
persampahan.

Belum optimalnya cakupan pelayanan air bersih perpipaan.

Rendahnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

Belum optimalnya kondisi drainase dan sanitasi lingkungan.

Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku untuk air minum.

Masih rendahnya peran serta dan kemampuan masyarakat dalam
pelestarian sumber air serta pemeliharaan sarana air minum dan air
limbah.

Belum optimalnya peran serta swasta dalam pembangunan dan

pengelolaan air minum dan air limbah.
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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Visi dan Misi adalah arah dan kekuatan yang akan di capai oleh Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk
jangka pendek, menengah dan jangka panjang sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah
dan segaris juga dengan Visi, misi Provinsi dan Kementerian Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara dan Penyusunan dan Pengendalian. Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merupakan Visi dan Misi Kepala Daerah.
Perumusan Visi Bupati Labuhanbatu Selatan periode lima tahun kedepan adalah
pengejawatan kehendak masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke depan dalam
mengelola berbagai sumber daya alam untuk memajukan kepentingan masyarakat
Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sehingga dapat dirumuskan Visi Misi Pembangunan
Daerah Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016-2020 adalah
“‘Bersama Membangun Tanah Kelahiran yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing”
diharapkan dapat terlaksana dengan bersatunya kekuatan pemerintah dan masyarakat
yang akan menjadi satu kekuatan yang besar dalam merealisasikan pembangunan.

Dan dalam pencapaian visi tersebut maka Bupati Labuhanbatu Selatan memiliki
alur fikir penyusunan misi. Misi Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu
berorientasi pada pembangunan daerah dan peningkatan kompetensi sumberdaya
yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk membangun struktur
kehidupan masyarakat yang lebih makmur dengan laju pertumbuhan yang seimbang
serta pemerataan kesempatan rakyat dalam memajukan penghidupan yang layak
dibidang ekonomi, keagamaan dan pendidikan. Hal ini dapat dicapai dengan
menciptakan peningkatan aktivitas dalam pelayanan bidang ekonomi, kesehatan,
pendidikan, secara efisien dan efektif, melanjutkan pembangunan Perumahan dan

Kawasan Pemukiman yang tersedia.
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Dalam pelaksanaan kegiatan dan program Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus memiliki Visi dan Misi
serta strategi yang direncanakan untuk kedepan adalah sebagai berikut.

41.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana suatu organisasi harus dibawa
agar dapat eksis, antisipasi dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran menantang
tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
dikembangkan pemanfaatannya secara optimal dan bertanggungjawab guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat.Nmor 8 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021

Bertitik tolak dari makna tersebut, maka visi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah “Tersedianya
Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang layak dan teratur , akses air minum dan
sanitasi terpenuhi sesuai standar kesehalan dangan sarana dan prasana lingkungan

serta utilitas umum yang aman dan nyaman’.

4.1.2 Misi
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah:
1. Menata Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu
Selatan yang nyaman dan berkualitas.
2. Memenuhi Air Bersih dan Sanitasi yang sehat sampai ke desa-desa di
kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Memenuhi kebutuhan pengelolaaan kualitas lingkungan perumahan dan
pemukiman.
4. Memenuhi keamanan dan pencegahan lingkungan perumahan dan kawasan
pemukiman dari bahaya kebakaran.
5. Menata dan memperindah kawasan pemakaman masyarakat agar terpenuhi
kaidah keindahan.
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6. Menata sarana dan prasarana perumahan dan kawasan peumahan yang
berwawasan lingkungan .

7. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap kebutuhan perumahan dan sarana,
prasarana dan utilitas umum yang bersentuhan dengan masyarakat.

8. Merencanakan lingkungan yang sehat dan bersih dengan pengelolaan
persampahan yang terkendali dan berwawasan lingkungan.

9. Menata perencanaan dan pembangunan Perumahan dan kawasan
pemukiman wilayah kabupaten sehingga tercapai ruang yang dapat memberi

manfaat untuk masyarakat dan usaha.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.2.1 Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan memperhatikan tugas
pokok dan fungsi maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Labuhanbatu Selatan merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan akses Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman ke seluruh kawasan Labuhanbatu Selatan dan
menangani kawasan kumuh perkotaan dan memberikan pelayanan minimal
bagi masyarakat dalam meningkatakan kehidupan sosial ekonomi agar
terwujudnya Labuhanbatu Selatan yang aman dan nyaman.

2. Membangun Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang efektif, efisien dan
produktif agar terwujudnya Labuhanbatu Selatan yang lebih sejahtera.

3. Membina penyelenggaraan pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
umum secara cepat, tepat dan terbuka dengan melibatkan masyarakat.

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang dicapai secara nyata oleh Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sasaran diupayakan untuk
dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan
dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut:
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4.3
4.3.1

Terciptanya dan terkendalinya sarana , prasarana dan utilitas umum yang
serasi.

Meningkatnya kualitas dan ketersediaan perumahan dan kawasan
pemukiman untuk mendukung pengembangan perekonomian rakyat.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan pengeloaan
persampahan disetiap kawasan.

Terpenuhinya kondisi jalan lingkungan yang memadai di setiap kawasan
perumahan dan pemukaiman.

Terpenuhinya kondisi drainase yang sehat dan nyaman di lingkungan
perumahan dan kawasan perumahan.

Terpenuhinya kondisi sanitasi di lingkungan perumahan dan kawasan
pemukiman.

Terpenuhinya kondisi pencegahan kondisi dari kebakaran dan bencana

alam.

Strategi dan Kebijakan SKPD
Strategi

Strategi merupakan cara atau metode dan pola yang ditempuh organisasi untuk

mencapai tujuan. Diinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten

Labuhanbatu Selatan dalam mencapai tujuannya melaksanakan program dan kegiatan

antara lain:

1. Penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan
pemukiman dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan
pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan teknologi yang dituangkan
dalam kebijakan, program dan kegiatan.

2. Wujud dari pengembangan dan pebangunan perumahan dan kawasan
pemukimanr itu sendiri merupakan bangunan fisik untuk kepentingan umum
seperti Peningkatan kualitas perumahan dan Pembangunan baru, jalan rabat

beton untuk kawasan perumahan dan pemukiman, mck plus, IPAL komunal,
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TPS 3R, Sanimas, Pamsimas dan berbagai bangunan perlengkapan lainnya
agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung.
3. Pembangunan Perumahan dan kawasan pemukiman menuntut pemenuhan
berbagai kompabilitas atau keserasian penanganan, yaitu:
1. Secara spasial, pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman perkotaan
dan pedesaan pada setiap sektor, yakni sanitasi dan air bersihr.
2. Menetapkan kebijakan dan program pada sektor publik.
3. lkut berpartisipasi memberikan klarifikasi pada penyelenggaraan perumahan
subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Mengikutkan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan, penggunaan
dan pengawasan.
4.3.2 Kebijakan
Kebijakan merupakan usaha dan upaya untuk mengarahkan pencapaian misi,
tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Adapun kebijakan Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pencapaian tujuan
dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Pembangunan perumahan dan kawasan pemukinan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan berbasis penataan ruang sesuai RP3KP Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.

2. Pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman disertai dengan sarana,
prasarana dan utilitas umum seluruh kawasan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan berbasis penataan ruang untuk mendukung kawasan perumahan
yang sesuai dengan budaya yang berkualitas dan berdaya saing .

3. Pembinaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan
pemukiman mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip Good
Governance untuk mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang adil dan

demokratis.
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Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mencapai kebijakan, sasaran,

strategi dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perumahan

1.

Pembangunan Perumahan dengan meningkatkan kualitas atau Bedah

rumah.

2. Pembangunan Baru bagi masyarakat yang belim memiliki rumah.

3. Pembangunan Rusunawa bagi Pesantren yang membutuhkan asrama bagi
santrinya

4. Membangun rumah swadaya yang melibatkan masyarakat dalam

perencanaan dan pembagunannya (swadaya atau gotong royong).

2. Bidang Kawasan Pemukiman

1.

Membangun Pengadaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di

desa-desa di Kabupaten Labuhanbatu SElatan.

. Membangun tempat pemakaman atau penimbunan pemakanan yang

tanahnya adalah lahan gambut.

. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi : Mck di daerah yang rawan

atau masyarakat masih belum sadar sanitas.

. pembangunan jalan rabat beton bagi kompleks perumahan masyarakat

berpenghasilan rendah.

. Pembangunan pengelolaan persampahan TPS 3R untuk mengurangi volume

sampah masyarakat sehingga menjadi nilai ekonomis.
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BAB. V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Adapun rencana program yang dilaksanakan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Program Peningkatan Displin Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

5. Program Pengembangan Perumahan

6. Program Lingkungan Sehat Perumahan

7. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

8. Program Pengelolaan Air Limbah Pemukiman

9. Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran

10. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

52



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Data Capatan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uit Keria
Indikator ) Indiakior Kinerja Program Pada Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode|  SKPD )
Tujuan Sasaran o | Kode Program dan Kegiatan (outcenne) an Kepiaten (autput) i Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 o eakPD, Penamggungia Lokasi
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 ) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tercapainya Menciptakan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERUKIM | Labuhanbatu
arganisasi ang |profesionalorme dan PERKANTORAN 618.551.128 680.406.241 748.446.865 823.291.551 905.620.707 905.620.707 Soroton
baik dalam memberikan ) Tercapainya persentase rata-rata . . . . . . .
mencnjang pelayanan prima 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Mieatiat 0,00% 100% 9.975.600 | 100% 10.973.160 | 100% 12.070.476 | 100% 13.277.524 | 100% 14.605.276 | 100% 14.605.276
laksanaan | kepada masyarakat i ikasi,
E:gia,an N 4 2 ;‘:;f:i'f‘:: rfif;r:i“““"'kas" Sumber | reriaksanannya pelayanan Prima 0,00% 100% 49.800.000 | 100% 54.780.000 | 100% 60.258.000 | 100% 66.283.800 | 100% 72.912.180 | 100% 72.912.180
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Kenyamanan dan 0,00% 100% 4.996.500 | 100% 5.496.150 | 100% 6.045.765 | 100% 6.650.342 | 100% 7.315.376 | 100% 7.315.376
kesegaran dalam Bekerja
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis Kantor 0,00% 100% 18.011.000 | 100% 19.812.100 | 100% 21783310 | 100% 23.972.641 | 100% 26.369.905 | 100% 26.360.905
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang cetakan dan 0.00% 100% 7.498.500 | 100% 8.248.350 | 100% 9.073.185 | 100% 9.980.504 | 100% 10.978.554 | 100% 10.978.554
Penggandaan Penggadaan
g Penyediaan Komponen Instalasi Teroptimalisasinya kegiatan kantor 0,00% 100% 4.491.800 | 100% 4.940.980 | 100% 5435078 | 100% 5.978.586 | 100% 6.576.444 | 100% 6.576.444
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Terciptanya mekanisme kerjaan 0,00% 100% 24.000.000 | 100% 26.400.000 | 100% 29.040.000 | 100% 31.944.000 | 100% 35.138.400 | 100% 35.138.400
Perundang-Undangan kerja yang profesional
8 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tertingkatnya Kebutuhan 0,00% 100% 6.720.000 | 100% 7.392.000 | 100% 8.131.200 | 100% 8.944.320 | 100% 9.838.752 | 100% 9.838.752
penunjang Kegiatan bagi aparatur
o Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasike | Terlaksanya perjalanan dinas 0,00% 100% 322,600.000 | 100% 354.860.000 | 100% 390.346.000 | 100% 429.380.600 | 100% 472.318.660 | 100% 472.318.660
Luar Daerah kedaerah yang dituju
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke - |Terlaksanya perjalanan dinas 0,00% 100% 20.700.000 | 100% 22.770.000 | 100% 25.047.000 | 100% 27.551.700 | 100% 30.306.870 | 100% 30.306.870
Dalam Daerah kedaerah yang dituju
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumiah tenaga Kontrak yang . 10 10 10
T reis e endapot honr top bty 0,00% oreng 86.092.000 | ¢ 10 94.701.200 | 10 Orang 104.171.320 | 10 Orang 114568452 | 600 126.047.297 | 10 Orang 126.047.207
12 Penyediaan Administrasi Keuangan I:L':“;f‘""ya sistem administrasi 0,00% 100% 47.940.000 | 100% 52.734.000 | 100% 58.007.400 | 100% 63.808.140 | 100% 70.188.954 | 100% 70.188.954
43 Penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (Teciptanya jaminan dalam bekerja 0,00% |10 Orang 15.725.728 | 100% 17.208.301 | 100% 19.028.131 | 100% 20.930.944 | 100% 23.024.038 | 100% 23.024.038
dan jaminan kematian
Tercapainya | Terpenuhinya PERUKIM | _Labuhanbatu
organisasi yang |sarana kebutuhan 2 R AT AN SARANA DAN 726.296.072 710.925.679 782.018.247 860.220.072 946.242.079 946.242.079 Selatan
baik dalam bangunan
i i /an
yana 1 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional |Tersedianya kendaraan dinas 0,00% 1 unit 420.000.000 | 1 unit 462.000.000 | 2 unit 508.200.000 | 2 unit 550.020.000 | 2 unit 614.922.000 | 2 unit 614.922.000
kegiatan dinas
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Terinventarisnya berkas-berkas 0,00% 5 unit 120.800.000 | 2 unit 132.680.000 | 2 unit 146.168.000 | 3 unit 160.784.800 | 3 unit 176.863.280 | 3 unit 176.863.280
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor I:r"f:f'a"ya peralatan gedung 0,00% 8 unit 30.000.000 | 1 unit 33.000.000 | 2 unit 36.300.000 | 3 unit 39.930.000 | 2 unit 43.923.000 | 2 unit 43.923.000
4 Pengadaan Mebeleur I:r"f:f'a"ya penunjang aktivitas 0,00% 5 unit 20.686.072 | 5 unit 22.754.679 | 7 unit 25.030.147 | 6 unit 27.533.162 | 5 unit 30.286.478 | 5 unit 30.286.478
5 Sewa Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor 0,00% 2 unit 80.000.000
6 ;:n"‘g'ha'aa" Rutin/ Berkala Gedung Terpeliharanya gedung kantor 0,00% 2 unit 10.000.000 | 2 unit 11.000.000 | 2 unit 12.100.000 | 2 unit 13.310.000 | 2 unit 14.641.000 | 2 unit 14.641.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan | Terpenhinya perpanjangan umur 0,00% 1 unit 40.820.000 | 5 unit 44.902.000 | 5 unit 49.392.200 | 10 unit 54.331.420 | 10 unit 50.764.562 | 10 unit 50.764.562
Dinas Operasional kendaraan dinas
8 0,00% 5 unit 2.190.000 | 20 unit 2.409.000 | 20 unit 2.649.900 | 20 unit 2.914.890 | 20 unit 3.206.379 | 20 unit 3.206.379
Gedung Kantor gedung kantor
g Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliaranya peralatan gedung 0.00% 8 unit 1.800.000 | 20 unit 1.980.000 | 20 unit 2.178.000 | 20 unit 2.385.800 | 20 unit 2.635.380 | 20 unit 2.635.380
Gedung Kantor kantor
Tercapainya Menciptakan PERUKIM | Labuhanbatu
organisasi yang profesionalisme dan 3 :sgg;.?&PEN'NGKATAN DISIPLIN 9.000.000 9.900.000 10.890.000 11.979.000 13.176.900 13.176.900 Selatan
baik dalam memberikan
menunjang pelayanan prima Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terlaksananyna keseragaman "
eolakotnan  |kepada masyarakat 1 Fencghaan ekt dimen 000% | 10stel 4.000.000 | 20 stell 4.400.000 | 25 stel 4.840.000 | 25 stel 5.324.000 | 25 stell 5.856.400 | 25 stell 5.856.400
kegiatan dinas ) I
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Terlaksananyna keseragaman 0,00% 10 stell 5.000.000 | 20 stel 5.500.000 | 25 stell 6.050.000 | 25 stell 6.655.000 | 25 stell 7.320.500 | 25 stel 7.320.500
Tertentu pakaian olahraga
Tercapainya Menciptakan PERUKIM | Labuhanbatu
organisasi yang |profesionalisme dan 4 A POLAPASITAS 168.750.000 185.625.000 204.187.500 224.606.250 247.066.875 247.066.875 Selatan
baik dalam memberikan
menunjang pelayanan prima
pelaksanaan |kepada masyarakat - ’ )
okoanaa Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan |- 10 10 15 15 15
kegiatan dinas 1 Pemmdorg-Undeng Tertingkatnya SDM aparatur 000% |6 orglkeg 168750000 | (A 185.625.000 | 204187500 | e 220606250 | o 2u7.066.875 | e 247.066.875
Tercapainya Menciptakan PERUKIM | _Labuhanbatu
organisasi yang |profesionalisme dan PROGRAM PENINGKATAN Selatan
o ol " 5 PERKEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 1.789.300 1.968.230 2.165.053 2.381.558 2619.714 2619.714
memnjang peleyanan prima CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
polaksanaan | [P masyarakat Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | o"12kSanya penyusunan laporan
kegiatan dinas 1 ey | Laporan Cap: e pencapaian kinerja dan ikhtisar 0,00% 100% 816.000 | 100% 897.600 | 100% 987.360 | 100% 1.086.096 | 100% 1.194.706 | 100% 1.194.706
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD capsier
realisasi kinerja SKPD
2 Pemyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksanya penyusunan laporan 0.00% 100% 464.800 | 100% 511.280 | 100% 562.408 | 100% 618.649 | 100% 680.514 | 100% 680514
Semesteran keuangan semester
3 Denvusunan Pelaporan Keuangan Akhir - Terlaksanya pertanggungjawaban | g,009; 100% 508.500 | 100% 559.350 | 100% 615.285 | 100% 676,814 | 100% 744.495 | 100% 744495
ahun laporan keuangan akhir tahun
Terpenhi : 6 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 927.867.100 1.020.663.810 1.122.719.191 1.234.991.110 1.358.490.221 1358490201 | PERUKIM “:J;:g:a'“
layak
\wrang mampu | huni 4 1 iitasi di5 Tersedianya Rumah Layak Huni 000% | 25unit 927867100 100% 1.020.653.810 | 100% 1.122.719.191 | 100% 1234991110 | 100% 1.358.490.221 |  100% 1358490221
Terpenuhinya | Terciptanya dan PERUKIM | Labuhanbatu
i i Ty CKUNGAN SEHAT 2.084.259.200 2.262.685.120 2.521.953.632 2.774.148.995 3.051.563.895 3.051.563.895 Selatan
sumber daya air |pemanfaatan ruang
vang serasi, sehat 4 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi |.ro oo jian 2 sanitasi masyarakat 0,00% 6 unit 12.347.493.000 | 6 unit 13.582.242.300 | 6 unit 14.940.466.530 | 6 unit 16.434.513.183 | 6 unit 18.077.964.501 | 6 unit 18.077.964.501
(dan nyaman dasar bagi masyarakat miskin
o e
2! sistem. base sod kebutuhan 0,00% 5 unit 2.084.259.200 | 7 unit 2.292.685.120 | 6 unit 2521.953.632 | 5 unit 2.774.148.995 | 5 unit 3.051.563.895 | 5 unit 3.051.563.895
infrastruktur sanitasi sanitasi masyarakat
Terpenuhinya | Meningkatnya PERUKIM | Labuhanbatu
infrastruktur | kualitas dan 15 P N o N 3.970.265.500 4.367.292.050 4.804.021.255 5.284.423.381 5.812.865.719 971.187.895 Selatan
sumber daya air | ketersediaan




Target Kinerja Program d

fan Kerangka Pendanaan

Data Capaian Unit Kerja
Indikator Indiakior Kinerja Program Pada Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode|  SKPD
Tujuan Sasaran oo | Kode Program dan Kegiatan (outcenne) dan Kepiaten (autput) i Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 o eanD, Penamggungia Lokasi
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp wab
1 2 3 ) 5 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
pendukung Pemeliharasn presarana pengambilen dan || eroedianya pemeliharaan "
Kl h prasarana pengambilan dan 99,03% | 1tahun 356.400.000 | 1 tahun 392.040.000 | 1 tahun 431.244.000 | 1 tahun 474.368.400 | 1 tahun 521.805.240 | 1 tahun 521.805.240
kabupaten P saluran pembawa
2 Pembanguna Sumur-sumur Air Tanah I“::;::L‘:f air bersih untuk 97,89% 4 unit 306.934.400 | 5 unit 337.627.840 | 6 unit 371.300.624 | 4 unit 408.529.686 | 5 unit 449.382.655 | 5 unit 449.382.655
3 gkatan Distribusi Air Baku [T distribusi air baku 99,79% | 10unit 3.306.931.100 | 12 unit 3.637.624.210 | 13 unit 4.001.386.631 | 13 unit 4.401.525.294 | 11 unit 4.841.677.824 | 11 unit
Terpenuhinya | Meningkatnya f PERUKIM | Labuhanbatu
infrastruktur | kualitas dan 16 N e R A AIR 301.706.500 331.877.150 365.064.865 401,571,352 441.728.487 441.728.487 Selatan
sumber daya air | ketersediaan R
infrastruktur di o Embung. dan B ercod o "
bidang enegi dan T oot A Loty g e ey ocioiaan sumber 99.87% | 1lokasi 301.706.500 | 1 lokasi 331.877.150 | 1 lokasi 365.064.865 | 1 lokasi 401.571.352 | 1 lokasi 441.728.487 | 1 lokasi 441.728.487
sumber daya enampung Air Lainnya daya air lainnya




BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi

N Kondisi
Kinerja . . Kinerja
No Indikator padq awal Target Capaian Setiap Tahun pada akhir
periode periode
RPJMD RPJMD
Tahun 0 | Tahun1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Tercapainya persentase rata-rata surat terkirim 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 |Terlaksananya pelayananan prima 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 |Lancarnya operasional kantor 0% 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit
4 Tercw_)tanya kenyamanan dan kesegaran dalam 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
bekerja
5 |Tersedianya alat tulis kantor 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 |Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 |Teroptimalisasinya kegiatan kantor 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 |Terciptanya mekanisme kerja yang profesional 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Tertingkatnya kebutuhan penunjang kegiatan bagi 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
aparatur
10 Zietztrlljiksananya perjalanan dinas kedaerah yang 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 Zietztrlljiksananya perjalanan dinas kedaerah yang 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 g:?;:?:y;enaga kontrak yang mendapat honor tiap 0% 55 Orang | 57 Orang | 57 Orang | 58 Orang | 58 Orang | 58 Orang
13 |Tersedianya jasa jaminan kecelakaan kerja 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
14 |Terkendalinya sistem administrasi keuangan 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15 |Tersedianya kantor pemerintahan 0% 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
16 |Tersedianya kendaraan dinas 0% 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
17 |Terinventarisnya berkas-berkas 0% 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit
18 |Tersedianya peralatan gedung kantor 0% 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit
19 |Tersedianya penunjang aktivitas kantor 0% 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit
20 [Tersediannya kantor pemerintahan 0 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
21 |Terpeliharanya gedung kantor 100% 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
22 |Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 75% 20 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit
23 |Terpeliharanya peralatan gedung kantor 6% 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit
24 |[Terpeliharanya penunjang aktivitas kantor 0 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit
25 |Terlaksananya keseragaman pakaian dinas 100% 90 Stell 95 Stell 95 Stell 97 Stell 97 Stell 97 Stell
26 |Terlaksananya keseragaman pakaian olahraga 100% 20 Stell 20 Stell 20 Stell 20 Stell 20 Stell 20 Stell
. 5 5 5 5 5 5
0
27 |Tertingkatnya SDM aparatur 0,00% Orang/Keg | Orang/Keg | Orang/Keg | Orang/Keg | Orang/Keg | Orang/Keg
Terlaksananya penyusunan laporan Pencapaian o o o o o o o
28 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
29 Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 0,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
semester
30 Terlaksananya pertanggungjawaban laporan 0,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

keuangan akhir tahun
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Tersedianya Rumah layak huni bagi masyarakat

31 | ermenahacian rondan 100,00% | 25Unit | 25Unit | 25Unit | 25Unit | 25Unit | 25 Unit
32 ;‘iﬁ:g:g”g:gf":T:Z';jafgkt;‘ir;'g Ifii” sanitasi dasar | 160 000, | 4 Lokasi | 4 Lokasi | 4 Lokasi | 4 Lokasi | 4 Lokasi | 4 Lokasi
33 ::;;zgza”ya sistem informasi/data base infrastrukiur g5, 560 | 4 Tahun | 1Tahun | 1Tahun | 1Tahun | 1Tahun | 1 Tahun
34 |Tersedianya pembangunan sarana dan prasarana | 16060, | 1 Lokasi | 1Lokasi | 1Lokasi | 1Lokasi | 1Lokasi | 1 Lokasi

pemakaman
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PENUTUP

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2016-2021 ini merupakan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman penyusunan program kerja
bagi pejabat eselon I, IV dan staf; penguatan peran Stakeholders Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman maupun Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan serta merupakan dasar dalam evaluasi dan pelaporan
kinerja tahunan maupun lima tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Renstra ini tergantung pada
komitmen bersama antara Bappeda, Dinas Keuangan dan Pengelola Asset
sebagai Tim TAPD dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Demikian Rencana Strategis ini dibuat guna mewujudkan tercapainya Visi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yaitu > Tersedianya
Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang layak dan teratur, akses air minum
dan sanitasi terpenuhi sesuai standar kesehatan dangan sarana dan prasana
lingkungan serta utilitas umum yang aman dan nyaman’. dan pada gilirannya
mampu mewujudkan Visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan vyaitu “Bersama

Membangu Tanah Kelahiran yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejafterah”
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